BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan populasi umat muslim di Indonesia yang menunjukkan sebagai
negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya dengan hal ini akan
menyebabkan banyaknya potensi pemasukan zakat dan seharusnya pengelolaan
dana zakat dan infak/sedekah dikelola dengan baik. Dimana zakat merupakan
indikator salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi, disaat umat muslim
membayar zakat yang sesuai, maka membantu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi dan sebaliknya. Total potensi zakat pada tahun 2020
sebesar Rp233,84 triliun, masih terdapat potensi Rp8 triliun atau 3,5% Bambang
Supriyanto (Baznas: 2020). Berdasarkan laporan realisasi perhimpunan zakat oleh
Lazizmu Nasional yang masuk atau terdata selama 2019 hingga pertengahan
tahun 2020, dengan Rp8 triliun ini menandakan realisasi penghimpunan dana
zakat masih jauh dan jauh dari kata optimal yang dikarenakan masih banyaknya
umat muslim belum patuh akan kewajibannya dalam menyalurkan zakat.
Berdasarkan penelitian Bank Indonesia (BI) tahun 2018, selain faktor internal,
eksternal, dan sistem pengelolaan zakat, salah satu faktor penyebab belum
optimalnya penghimpunan zakat di indonesia, yaitu rendahnya pemahaman

masyarakat mengenai zakat itu sendiri (Ascarya: 2018).

Untuk memenuhi tercapainya dana zakat mengingat dana zakat sangat

berpotensi sekali dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka dalam penyaluran



zakat yang akuntanbel dapat dilakukan secara langsung atau melalui instansi amil
zakat, baik berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah maupun
Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh pihak swasta sesuai dengan penerbitan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab Il pasal 6 dan pasal
7. Ada beberapa alasan pembayaran zakat sebaiknya melalui institusi atau
lembaga pengelola zakat, yaitu dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran,
menghilangkan rasa rikuh atau segan dan canggung yang mungkin dialami oleh
mustahik  ketika  berhubungan dengan muzaki,  mengefisienkan dan
mengefektifkan pengalokasian dana zakat, dan juga alasan caesoropapisme yang
menyatakan ke tidak terpisahan antara agama dan negara karena zakat termasuk
urusan negara juga Al Arif (2012:396). Pengelola zakat itu sendiri adalah suatu
lembaga yang berkegiatan dalam  perencanaan, pelaksanaan, dan
pengkoordinasian dalam menghimpun, mendistribusikan, dan mengdayagunakan
dana zakat dengan semestinya dan berlandasan syariat islam. Zakat wajib
didistribusikan disaat mustahik skala prioritas dengan memprioritaskan prinsip
pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Semua ini harus secara profesional, yang
dimaksud dengan professional disini yakni jika pengelolaan zakat, infak dan
sedekah sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian
hukum, terintegritas dan akuntabilitas (Rahman: 2015). Pengelolaan zakat, infak
dan sedekah secara profesional salah satunya ditunjukkan dari bagaimana suatu
lembaga menerapkan akuntansinya. Penerapan akuntansi yang baik dapat
diketahui dari sistem perencanaan dan pengendalian yang terorganisir, serta

pencatatan transaksi sampai dengan laporan keuangan yang memuat informasi



relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Pengelola zakat
merupakan organisasi yang tidak berorintasi kepada profit atau laba, organisasi
non profit melakukan berbagai upaya penggalangan dana dan layanan donasi dari
masyarakat. Badan atau lembaga amil sebagai salah satu entitas nirlaba yang
bertujuan untuk mengelola zakat, menyalurkan zakat kepada yang berhak
menerima, serta membutuhkan penerapan akuntansi dalam pencatatan
transaksinya sehingga menghasilkan suatu informasi menurut (Megawati dan

Trisnawati, 2014:41).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif
mulai sejak 1 Januari 2009. PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah
merupakan suatu standarisasi dan akuntanbilitas dalam pencatatan transaksi dan
laporan keuangan yang dibuat oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat agar
laporan keuangan yang telah dibuat bisa dipertanggungjawabkan dan mudah
dipercaya oleh penggunanya maupun pihak eksternal. Dalam laporan keuangan
PSAK 109 ini terdapat. komponen penting vaitu, Neraca (Laporan Posisi
Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan,
Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selain itu, penerapan
PSAK 109 bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat sudah
menggunakan prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh kepatuhan penggunanya.
Untuk mempermudahkan pengguna dalam memahami PSAK 109 terdapat
indikator-indikator PSAK 109 yang meliputi, pengakuan dan pengukuran,
penyaluran, pengungkapan, dan penyajian yang berkaitan dengan kebijakan zakat

dan infak/sedekah.



Pada realisasinya masih terdapat BAZ/LAZ yang masih belum menguasai
atau bahkan masih belum menggunakan laporan keuangan zakat yang sesuai
standar. Dimana terkendalanya BAZ/LAZ pada prakteknya masih banyak Badan
Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat yang belum menerapkan sepenuhnya laporan
keuangan berdasarkan PSAK 109 ini. Terdapat praktik penelitian yang dilakukan
oleh (Wella, Walla:2016) di LAZIZMU Surabaya menyatakan bahwa hasil
penelitiannya transparansi pengelolaan dana yang berada di LAZIZMU Surabaya
tersebut masih belum optimal peranan akuntansi dalam pengelolaan dana dapat
dilihat dari prosedur yang digunakan belum terdapat perlakuan laporan keuangan
PSAK 109. (Arianti, Titin:2021) pada LAZ AL AZHAR Jawa Timur menggali
informasi dari pengelola data dan dokumen sesuai dengan praktik akuntansi
membandingkan kesesuaian praktik akuntansi keuangan PSAK 109 dan menarik
kesimpulan bahwa dari hasil perbandingan tersebut LAZ AL AZHAR Jawa Timur
belum sesuai dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar laporan
keuangan PSAK 109. Hal ini berarti Laporan Posisi Keuangan, Laporan
Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas
Laporan Keuangan masih belum menunjukkan laporan keuangan PSAK 109.
Diharapkan dengan implementasi PSAK 109 ini, BAZ maupun LAZ memiliki
standar laporan keuangan zakat sendiri, sehingga dapat tercapainya akuntanbilitas
serta transparansi pada laporan keuangan yang dikelola. Dalam hal ini BAZ
maupun LAZ dapat bertanggungjawab akan Kkinerja lembaga dan dapat

memantaunya.



Dalam menghimpun semua dana zakat yang terkumpul Badan Amil Zakat
atau Lembaga Amil Zakat memerlukan suatu laporan keuangan agar dapat
menegaskan fungsi dari pada BAZ/LAZ terutama dalam tanggungjawab
pelaksanaan pengelolaan atau penghimpun dana zakat. Dengan adanya laporan
keuangan, suatu lembaga dapat dinilai akan akuntanbilitas dan transparansinya.
Hal ini dibuktikan dari laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi
yang ada, dimana pihak instansi internal maupun eksternal dapat memudahkan
memantau kinerja lembaga melalui laporan keuangan tersebut. Dengan demikian,
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAl) telah mengeluarkan standar untuk mengatur
perihal laporan keuangan zakat, yaitu Exposure Draft Pernyataan standar
Akuntansi Keuangan 109 (ED PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan

Infak/Sedekah yang mulai diterapkan sejak Januari 2012.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas serta mengingat
pentingnya laporan keuangan terhadap suatu Badan Amil Zakat maupun Lembaga
Amil Zakat, maka dalam studi lapang ini penulis bermaksud untuk mengangkat

judul ”Analisis Implementasi PSAK 109 Zakat Pada Lazis Nurul Falah Surabaya”

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan studi lapang dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis
bermaksud untuk menganalisis implementasi PSAK 109 atas laporan keuangan
zakat pada laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah (LAZIS) Nurul
Falah Surabaya apakah dalam laporan keuangan zakat sudah sesuai dengan

standar PSAK 109.



1.3 Manfaat Studi Lapang

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

beberapa pihak yang membutuhkan secara teori, praktik dan kebijakan.

Bagi teori penulisan dalam tulisan ini bermaksud untuk membantu yang
sedang mencari referensi kepenulisan atau tambahan literature dan dapat menjadi
pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu akuntansi khususnya

pada laporan keuangan PSAK 109 zakat.

Bagi praktik pengurus lembaga amil zakat dapat memberikan informasi
yang insyaallah bermanfaat mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan
berdasarkan PSAK 109. Semoga bisa diterapkan oleh pengurus Badan Amil Zakat
maupun Lembaga Amil Zakat. Bila terdapat laporan keuangan yang belum sesuai

dengan standar maka dapat mensosialisasikan.

Bagi kebijakan, hasil studilapang nanti dapat disajikan sebagai wawasan
dan pembanding laporan untuk kepenulisan tertentu. Diharapkan semoga dapat
menambah pengetahuan dalam penerapan laporan keuangan zakat pada Lembaga
Amil Zakat yang telah berdasarkan penulisan yaitu PSAK 109, sehingga nantinya

dapat menuliskan laporan keuangan yang berlaku baik dan benar.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang
Penulis ingin memperjelas ruang lingkup studi lapang agar nantinya tidak
terlalu luas. Maka penulis hanya membahas mengenai Penerapan PSAK 109 pada

Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) Nurul Falah Surabaya.



1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, merupakan faktor penting dalam
keberhasilan studi lapang ini. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data diharapkan
mahasiswa memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
dengan mengambil data secara langsung pasti memerlukan obyek yang akan
diteliti demi mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Hal yang akan
penulis lakukan dengan cara tiga metode yaitu metode observasi, wawancara, dan

dokumentasi.

Metode observasi merupakan -teknik pengumpulan data dengan cara
pengamatan secara langsung maupun obyek  penelitian. Hal yang dilakukan
penulis yaitu melakukan pengamatan secara langsung mengenai data-data atau
dokumen yang berhubungan dengan data keuangan zakat pada LAZ Nurul Falah

Surabaya.

Metode wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh lebih dari
satu pihak. Bermaksud agar lebih mudah menyampaikan pertanyaan yang belum
atau tidak ada datanya. Sehingga penulis membutuhkan waktu untuk mengajukan
pertanyaan yang akan dijawab oleh pihak LAZ Nurul Falah Surabaya tentang
laporan keuangan, pihak yang bersangkutan yaitu bagian keuangan sehingga

penulis dapat memahami posisi laporan keuangan LAZ Nurul Falah Surabaya.

Metode dokumentasi mempelajari dokumen yang berkaitan dengan

keuangan, semua diperoleh dari data-data yang meliputi laporan keuangan, buku



teori, dalil, sumber hukum, buku atau pencatatan mengenai zakat, laporan

administrasi zakat dan dokumentasi yang berhubungan dengan studi lapang ini.

1.6 Jadwal Studi Lapang

Studi lapang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah
(LAZIS) Nurul Falah Surabaya bertugas menghimpun Zakat, Infak, Sedekah dan
Wakaf untuk mendukung Pengembangan Pembelajaran AL Quran dan
Pembangunan Gedung Pesantren Al Quran Nurul Falah. Segala ikhtiar dilakukan
untuk menggali potensi dana umat dan menyalurkan kepada para mustahik.
Lembaga yang konsisten terhadap pendidikan Al Quran terdaftar Nomer :
142/L.SM/2002 di Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur. Alamat lembaga
JI. Ketintang Timur PTT VB, Pesantren Nurul Falah. Jadwal melaksanakan studi
lapang sesuai jam buka kantor mulai pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. Praktik
studi lapang dilakukan oleh mahasiswa dari Sekolah Tinggi limu Ekonomi

Indonesia (STIESIA) Surabaya, identitas mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Langgeng Setyawan
NPM :19.1.03.02034
Jurusan : Akuntansi

Program Studi : Diploma Tiga

Semester : VI (enam)



